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8. Maksud dan Tujuan Piaksanaan Kegiatan

Maksud dan tujuan pelaksansan kegiatan p&ﬂk@mm )
Sosial Kesejahteraan Keluarga adalah untuk memastikan }
program Bantuan Sosial Sembako, Fluiﬂnnhmﬂum

aturan pelaksanaunnya di Kabupaten EH'-‘I’E‘ suﬁnm.

. SASRIEN

Sasaran dar pelaksansan sub kegiatan Fasilitasi Bmt'.lm "
Huhu#adahhhlmrmmmm : i -
DTKS Kabupaten Pesisir Selatan,

~ Lokast

Pelaksanaan sub kegatan Fasilitasl Bmh:m ﬂﬁﬂﬂ
dilakukan di 15 Kecamatan mmmm_
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5. Verifikasi das
6. Lancarmya penyalur

F. Organisam
dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perem
Anak Kabupaten Pesisir Selatan,

G. Teknis Pelaksanann oo T —
Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahtersan Keluarga
mengacy kepnda : _ s
1. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4947 _

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); il

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2014 tentang
Susunan Organisas dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Sclatan;

4. Peraturan Daerali Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tehun 2022 tentang Penjabaran
Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

6. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor © 900/ 19/Kpts/BPT-PS/2023,
Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penctapan Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Pesisir Belatan Tahun Anggaran 2023,

7. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor = 188.4 /04 f Kpts-DSPPrPA-PS /2023
Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penctapan Pojabal Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

H. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember
2023},

I. Sumber Pendanaan; Pembiayaan
Sumber dana pembiayaan Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan
Sosial terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) Nomor rekening 1.06.05.2.02.03 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah sebesar
Rp.77.288.037,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan putih delapan ritu
tiga puluh tujuh rupiah),
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A Pcjabal Pelaksana Teknis
Kegiatan
€. Mama
d, Jabatan

9. Bendahara Pengeluaran
i, Mama
b, Jabatan

10, Lokasi Kegiatan

11. Tolak Ukur Kinerjs
© & Masukan
- Dana yang dibutuhkan
=  Waktu Pelaksanaan
b. Keluaran

13 mmamummumm'm_

Ska Wati Herli, SKM
Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial m
Substansi Penanganan Fakir Miskin

frma Yenn

: : _ aibanmy pads
Dinas Sosial, Pemberdaysan Perempian
dan Perlindungan Anak w i

Rp.77.988.037, |
Januari s/d Dnumhr m:_.
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4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria fitidiaicas

sacial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan ﬂlnj-l:mhm
sosial dan penanganan fakir miskin; | |
Pemberian bimbingan teknis dan supervisi Perlindungan sosial korban
bencana alam dan bencana sosial, bantuan dap '

penanganan faldr miskin:

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan  perdindungan sosial korban

bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan iaminan sosial dan
penanganan fakir miskin; ¥ -

penanganan fakir misking dan

Pelaksanaan fungs! lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, -ﬂ-ﬂnm' rnnl‘h: 1 menunjang
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Pembantu pada Dines Sosial, Pemberdayaan Perer
M-kmptmrummmnmmmim: |
d. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdaysan Perempuan M
Perlindungan Anak Knbupaten Pesisir Selatan Nomor @ 1B8.4/04/ I:pm
DSPPrPA-PS/2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan P
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK] di Lingkungan Dinas Sosial,
Pemberdayoan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabuipaten Praisir |
Selatan Tahun Anggaran 2023, b

Ditetupkan Susunan Organisasi Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial

Kesejahteraan Keluarga Tahun 2023 ©

a Penanggung Jawab Program/Pengeuna Anggaran, Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Habupaten Fuﬂﬁ'
Selatan.

b, Penanggung Jawab Kegistan/Kunsa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang
Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Analk m
Pesisir Selatan,

¢ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan [PPTK), Pejabat Fungsional Penyuluh

Sosial Sub Substanai Penanganan Fakir Miskin.

Pejabat Penatausahasn Keuangan (PPK|, Pejabat W
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PEIATAT FUINGSIONAL PENYULIHH SOSIAL SUB
SUBSTANHS] PENANGANAN FARKIR MISKIN

DHRAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDURGAN ARAK

KABUPATEN PESISIR SELATAN

FERABAT PELAKSANA TEKNIS EECIATAN
{FITX)

3. Tugae dan Kewajiban

|

Dengan mempedomant Kepumnisan Bupatl dan Peraturan yang berlaku, maka -
secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan lﬁﬂiﬂl W J
berikut:

a. Penanggung Jawab Program _ _ )
Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran TE
Sominl, Pemberdayaan Perempuan dan Fnﬂm!mﬁt 'mg

bertanggungawab atas pelaksanaan W y

lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perli

dunnﬂn tugas dan kewajiban Mhﬂrﬂm

-qFﬂlﬁl (T - ST sl
thm
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20. Menyampaikan laporan skhir realisasi fsik dan mfrﬂ- 5

HIESE P plgpaty fagibitic wrrpferd adern
e Susi), Peindertioyes s Perempupn da Palimbtingue dag

Menetaplan WMWTWW
Mengesahkan Kerangka Acuan Kega (KAK) untul kegiatan yang
memerlukan jaga pihak ketiga; _

Mengesahkan Petunjuk Operasional (PO} Sub Kegiatan;
Menandatangani Surat Penintah Membayar [SPME

ﬂnnnndimngnm Buku Kas Umum dan Buku Jurnal setiap bulan:
Mensndatangani Surat Perintah Tugas dan bagi yang ﬂdﬂkmtmpuﬁj'ﬂ
KPA sekalipus menandatangani Sorat Perintah PEI'J'IIH‘IHI ‘Dinas
(SPPLY;

Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi,

Mengesahkan SPJ:

Menyampaikan Laparan Bulanan Realisasi Fisik dan Kevangan kepada
Bupati Pesisir Selatan paling lambat tanggal 10 bulan tjuﬁlmm_;rn:
Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola Bendahara Pengeludran
minimal 3 {tiga) bulan sckali;

Menyerahkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan keglatan kepada Bupati;
Mengawasi pelaksanaan program/ kematan;

H:ngeinln ntang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD. yang
Mengelota barang millk daerah/kekoyaan daerah yang menjadi.
tanggung jawab OPD yang dipimpinnya,
Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimy

ann,Lr‘lJtn#_Fthrr M
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Pnnnmung J’mrqt hiiil:m adalah Kuasa Pengguna A ,
Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan mmw
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perli :ﬂﬂﬁﬂ :
Kabupaten Pesisir Selatan), bertugas membantu w i
program melakukan keordinasi dan manajemen dibidang pm

kesiatan sesuai DPA-OPD, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana |
sesusl dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas dan

kewajiban sbb:

|. Menyusun dan mengajukan RKA-OPD dan RKA Perubahan OFD

dibidangnya untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran;

2. Menyusun dan menetapkan DPA-OPD dan DPA Perubahan OFPD
dibidangnya nntuk dissmpaikan kepada Pengguna Anggaran;

3. Meneliti dan meneruskan usulan Organisasi dan Personil Pengelola
Kegiatan kepada Pengguna Anggaran;

4. Mengisulkan PPTK kepada Pengguna Anggaran;

5 Meneliti Usulan KAK untuk kegiatan vang memeriukan jasa pihak

ketiga;

Menyusun Petunjuk Operasional Sub Kegiatan;

Menyetujui Bukii Pembayaran dan Kwitansi;

Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan Keglatan,

Meneliti Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan dari m

10, Menyetujui/meneliti Permintaan Kebutuhan Biaya Bulanan Kegiatan
olch PPTK;

@ ® o~ oo

Hﬂ:mndamuga.ni SPPD;
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Anm;mmﬂm“ ha Aa ‘melatul oy

ketentuan yang berlaku,
Painan, Januari m -
Kuasas Penggina Anggaran/ Pejabat Pelaksana Kegiatan -
Ksupalﬂ Bidang Perlindungan, Jaminan = fFFr*::Eh“H
zial dan

ginan Fakir Miskin

5
NIP. 19730502 20050] zu-u? NIP, 19820211 200501 2 003

Disetujui aleh
Pengguna Anggaran {Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan E'umnqman dan Perlindungan Anak
Pﬁuslr Selatan

NIP. 106301153001 13 1
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Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan pada sub kegiatan Penyediaan
Makanan adalah agar terealisasinya Penyaluran Bantuan Lagm:ik kepada mﬁmn
Bencana Alam dan Bencana Sosial di 15 Keeamatan.

SHIAran

Sasaran dan pelaksanaan sub kegiatan Peyedinan Makanan adalah Pengadaan
logistik bagi Korban Bencana Alam dan Bencans Sosial di Kabupaten Pesisir
Selatan, ' .

. Lolkas:

Pelaksanaan sub kegiatan Peyediaan Makanan dilakukan di 15 Kecam atan ﬂ
Kabupaten Pesisir Selatan. ' : -

Jenis Kegiatan
Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetag kans moala jexis
kegiatan yang akan dilakukan adalah melalukan Pengadaan Lk istil 'II'EII ke ;1"; .
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Anggaran Fen
2023; mm - e
Peraturan Bupati Humw 1:31 M“ 023 Per
Pendapatan dan Bﬁhﬂi Daerah Mﬁw clat
2023;
6, Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor * : 900/19/Kp
Tlnusniidmuaniaﬂammmmuﬁmmm' EATAT
Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan hmlaim
Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuar erlindu
Anak Kabupaten Pesigir Selatan tahun angearan EDEE
7. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan ﬁmmw
Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 188.4/04/Kpts-DSPPrPA-PS/2023
Tanggal 2 Januari 2023 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Keglatan
[PPTK} di linghkungan Dinas Sosial, Pemberdaysan Ferempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023,

L

H. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan ktgialurl: dilakukan selama 12 bulan (Januari 5'1‘.&';}%.
2023).

I, Sumber Pendanaan,/Fembiayaan
Sumber dana pembiayaan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
Bencana Sosial Kabupaten/Kota lerdapat dalam Daftar l‘-‘e’lnlﬁmn !r@:ﬁn
Satuan Kerja Perangkat Dacrah (DPA-SKPD) Dinas Sosial, P:nihu‘iﬂm
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anpgparan 2023 Nomor DPA-SKPD
1.06.06.2.01.01 dengan jumiah sebesar Rp.127.243.283 - ([seratus dus p.;hh

tujuh juta dua ratus empat puluh tiga dua ratus delapan puluh tigtrq’lhﬁ.
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f. Dampak

Demikiantah Kerangka Acuan Kerja [KAK) ini dibuat
sebagal acuan dalal melaksanakan kegiatan.

Disetujui oleh
Kussa Pengguna Anggaran
Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan
Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

M&A
N ¥ANA YORI, M.Pd

NIP. 19730502 200501 2 007 NIP. 19820211 200501 2 003

Pengguna Anggaran
Dinas Sosial, chmj?n&mmwan dan Perlindungan Anak

]{nh&-pd.tg} ;Rmr Selatan
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d. Jabatan . Pejabat Pungsional Penyuluh Sosia

Pembantu
a. Nama ¢ IRMA YENKI _
SR : Bendahara Pengelaran P

10. Lokasl Kegiatan - Kabupaten Pesisir Selatan
11. Tolak Ukur Kinerja
_a, Masukan
- Danayangdibutuhkan  : Rp.127.243.283,. ’
-  Waktu Pelaksanaan :
b. Keluaran
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- Keputusan lhpnl; mpu m 2
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisic Selatan n‘m
LSPPrPA-PS/2023 Tanggal 2 Januari 2023 m W ;
Pelaksana Toknis Kegiatan (FPTK) di Linglungan
Pemberdayann Perempuan dan Pumd:m Anak ¥
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d. Jabatan %

9, Bendahara Pengeluaran

Pembaniu . _
a, Nama + [RMA YENNI
b. Jabatan © Bendahara Pengeluaran. Pmﬁmm ada
dan Perlindungan Anak -
10. Lokasi Kegiatan - Kabupaten Pesisir Selatan 5
11. Tolak Ukur Kinerja
a. Masukan
- Dana yang dibutubikan  :  Rp.183.285.644 -
- Waku Pelaksansan . Januari s/d mmm.-
b. Keluaran -
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1.1 TUJUAN

1.2

Maksud dan Tujuan Kegiatan Penyadiaan Data Gender dan Anak di
Kewenangan Kabupaten /Kota adalah:

1. Mengumpulkan dan menyajikan Data Terpilah menurut jenis kelamin dan
umur

2. Mengumpulkan dan Menyajikan Data Terpilah Kasus Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kelamin dan Menurut Jenis
Kekerasan.

3. Mengumpulkan Data Indikator Kabupaten Layak Anak Tahun 2023

4. Membangun dan memperkuat mekanisme koordinasi antar Daerah dan
lembaga dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data terpilah;

5. Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah untuk
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, cvaluasi, dan pelaporan hasil
kebijakan /program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan
peduli anak.

LANDASAN HUKUM

Adapun dasar hukum dari Kepiatan Penyadiaan Data Gender dan Anak di

Kewenangan Kabupaten/Kota adalsh:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom  Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
Jis Undang- Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-
Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1643);

2.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi

Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap

Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor

29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi

ILO Mengenai Diekriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
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Undang-Undang Nomor 3% Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4419);

Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
45T8);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015-
2019 Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Lintas Bidang :
Pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan
Pengarusutamaan Gender:

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender Dalam Pembangunan Nasional;
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II.

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 15 Tahun 2008
Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerah; '

13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pedoman Pelaksanaan
Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender wuntuk
Pemerintah Daerah.

14. Surat Edaran Bersama 4 (Empat) Menteri (Menteri dalam Negeri,
Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, Pembanguan Nasional, dan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Tahun
2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender
melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender,

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaien
Pesisir Selatan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

|7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang
Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;

|8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan ta.hun Anggaran 2023;

19.  Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023,

LINGKUANG KEGIATAN
Lingkup Kegiatan Penyadisan Data Gender dan Anak di Kewenangan
Kabupaten/Kota adalah:

a. Terbentuknya Pokja Data Terpilah dengan Surat Keputusan Bupati
Pesisir Selatan yang beranggotakan seluruh Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal seperti Badan Pusat Statistik, Polres, Kajari, Pengadilan
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MNegeri Painan, Pengadilan Agama, Rutan Kelas 1l b Painan, KPU dan
Kementerian Agama Pesisir Selatan,

b. Rapat Teknis Pokja Data Terpilah yang dilakukan untuk terwujudnya
Data Terpilah Kabupaten Pesisir Selatan.

¢. Dilakukan Pemuktakhiran Data Profil Gender dan Profil Anak di
Kabupaten Pesisir Selatan, Kegiatan ini merupakan salah satu upaya
pengelolaan  data pembangunan yang meliputi pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data yang sistematis konprehensif,
dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin dan umur.
Narasumber untuk acara ini dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Propinsi Sumatera Barat.

d. Penyajian Data Indikator Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2023.

e, Membuat Laporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
setiap bulan.

f. Melakukan Pengimputan Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan
Anak setiap bulan pada Aplikasi Simponi.

I, SUMBER DANA
Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daesrah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan nama kegiatan
Pengembangan Sistem Informasi gender dan Anak Nomor rekening

2.08.05.2.01.01 dengan pagu dana sebesar Rp. 31.823.580,- (tiga puluh satu
Juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah)

V. PRODUK YANG DIHASILKAN

1. Tersedianya Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pokja

Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2023

2. Tersediannya Data-Data Indikator Kabupaten Layak Anak Tahun
Anggaran 2023
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3. Tersedianya Buku Profil Gender Kabupaten Pesisir selatan Tahun

Anggaran 2023

4, Tersedianya Buku Profil Anak [{ahupatr.n Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2023

5. Tersediannya Laporan Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun 2023
6. Tersedianya Laporan Data Kasus Kekerasan Online pada Aplikasi

Simponi

v, JADWAL KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penyadiaan Data Gender dan Anak di
Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 selama 12 bulan (Januari
s/d Desember 2023).

Vvl. FENUTUP |
Tersedianya Penyadinan Data Gender dan Anak di Kewenangan

Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 dapat dipergunakan sebagai pedoman
dalam pengambilan kebijakan dengan mempertimbangkan {ssu gender dan
perlindungan Anak dalam penyusunan perencanaan pembangunan di segala
bidang.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januarai 2023

Diketahui oleh: Dibuat oleh:
Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Kabid Pamberdayaan Perempuan dan
gerlgﬁﬂ__ﬂn*ﬂan Perlindungan Anak Perlindungan Anak

o
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TIME SCHEDULE

Pengumpulan, Pengolahan Anallsls dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingleat Daerah Kabupaten/Kota

Tahun Anggaran 2023
Mo Kegpatan Januari | Februpri | Marel April Mei Juni Juli Agustus |Seplembar| Clenher | Nevemnber | Desember
=3 2 3 4 5 [ T ) % 10 11 12 13 14
1 |Surat Permintaan Pokja Data Terpilah
___|Gender dan Anak
2 |Pembentukan SK Tim Fokja Data Terpilah
__1Gender dan Anak
3 |Surat Permintaah Data Terpilah Gender
dan Anslk
4 |Surat Permintaan Indikator Kabupaten
Lavalc Anals
2 |Rapat Pokja Data
6 |Penpumpulan Data Indikator Kabupaten
Lavalk Anak
T |Pengumpulan Data Terpilah Gender dan
Anak
B |Pembuatan Buloa Profil Anak Tahun 2023
9 |Pembuatan Buku Profil Cender Tahun
23
10 |Laporan Kasus Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Analc
11 |input Data Kasus Kekerasan pada aplikasi
Simphoni
Mengetahui : Painan,  lanuari 2073
I'H:p._ﬂ_ o al, Pemberdayaan Perempuan dan Kegala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
_..-__:E_.H;HH B4 %rduniaﬂ Analk Gtk fat
‘.f'-a:'i KabupelenPesisir Selatan K3 =
f #{ TRseoam sl ::E?
[ e TR .
b Lo CWENDRA 5.5TF, M.SI . SH
L 9 200112 1 003
L

HIP. 19660706 198803 ¥ O3
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KERANGHKA ACUAN KERIA

Program : Pemenuhan Hak Anak

Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah,
dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan t Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak
pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia
Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota

Bidang :  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun : 2023

1.1 LATAR BELAKANG

1.2

Tindak kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang melanggar, menghambat,
meniadakan dan mengabzikan terhadap hak anak. Tindakan kekerasan terhadap anak
dapat terjadi diranah public maupun diranah domestic (didalam rumah tangga). Tindakan
kekerasan dapat terjadi kapan saja, pada situasi damai maupun konfilk, Menindaklanjuti
kekerasan terhadap anak, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-
undangan yang ditujukan sebagai upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap
perlindungan anak. Namun upaya penghapusan kekerasan ini tidak dapat dilakukan sendiri
oleh pemerintah, melainkan perlu melibatkan masyarakat atau lembaga. Oleh sebab itu
perlu perhatian perhatian kita bersama membentuk lembaga-lembaga yang sifatnya
melindungi dan memenuhi hak anak.

TUIUAN

1, Meningkatkan peran lembaga perlindungan dan pemenuhan hak anak ditingkat nagari,
kecamatan dan kabupaten

Terlaksananya peran aktif gugus tugas Kabupaten Layak Anak

Terlaksananya peran aktif Forum Anak Dzerah di Kabupaten

Terfasilitasinya penilaian Kabupaten Layak Anak

Terlaksananya koordinasi dan terwujudnya Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak

e W
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1.3 SASARAN

1. Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, PATBIM Magarl dan PUSPAGA
2. Forum Anak Magarl, Kecamatan, dan Kabupaten
3. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

14 NAMA DAN DRGANISAS|

Sub kegiatan inl dilaksanakan oleh Eﬂdang Permberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak sebagai berikut:

a. Penanggungjawab sub keglatan/ Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan [PPTI)

c. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anzk Kabupaten Pesieir Selatan

1.5 SUMBER DANA

Pendanaan sub kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada
lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/
kota tahun anggaran 2023 bersumber dari dana APBD Kabupaten Peslslr Selatan sebesar

Rp. 77.367.276,- { Tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujub ribu dua ratus tujuh
puluh enam rupiah )

1.6 WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

5ub kegiatan advokasl kebijskan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada
lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/

kota tahun anggaran 2023, dilaksanakan selama 12 bulan ( Januari s/d Desember 2023 )
dengan jadwal terlampir.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesual dengan
ketentuan yang berlaku,

Painan, 2 Januari 2023

Kepala Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab. Pesisir Selatan

Hij. Siianenﬂl;—l

Nip. 19660706 193803 2 003
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KERANGKA ACUAN KERJA

Program Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan Penyediaan Layanan bagl Anak yang memeriukan perlindungan
khusus yang memerlukan koordinasl tingkat daerah Kabupaten/
Kota

Sub Kegiatan Koordinasl dan Sinkronisasl pelaksanaan pendamplingan anak
yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/
Kota

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak

Tahun 2023

1.1 LATAR BELAKAMG

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun
masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan pada anak merupakan untuk
menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh,
berkembang dan juga dapat bersosialisasi dilingkungan sekitarnya. Anak merupakan
anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya kita jaga dan
lindungi.

Kejahatan dan tindak pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapapun dan dapat
juga dilakukan cleh siapapun baik pria, wanita maupun anak. Anak sangat rentan dan
rawan menjadi korban tindak kekerasan fisik yang mana anak merupakan manusia yang
sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan darl orang dewasa yang ada
disekitarnya. Anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa. Perlindungan
terhadap anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kendisi untuk melindungi anak
dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Melindungi anak adalah melindungi manusia
seutuhnya. Perlindungan anak merupakan potensi melindungi generasi penerus bangsa

Kekerasan fisik terhadap anak memang sangat memprihatinkan. Anak yang mengalami
kekerasan fisik perlu perhatian secara serius, mengingat akibat dari kekerasan fisik
terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma
yang dialami olen anak akan membahayakan perkembangan jiwa sehingga anak tidak
dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak bukanlah objek/ sasaran untuk tindak

kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak
manapun itu,

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Kekerasan terhadap anak dapat terlindung! melalul pendampingan korban dan rujukan
ke tenaga medis dan psikolog,

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud
- Menyediakan pelayanan prndampingan dan perlindungan kepada korban anak

B. Tujuan
- Korban kekerasan terhadap anak terlindungi dan merasa nyaman setelah diadakan
pendampingan

1.3 5ASARAN

- Anak korban kekerasan
- P2TP2A Mande Rubiah Kabupaten Pesisir Selatan

1.4 NANMA DAN ORGANISASI

Sub kegiatan ini dilaksanakan cleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak sebagai berikut:

A. Penanggungjawab sub  keglatan/ Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

B. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTE)

C. Bendahara Pengeluaran Pembantu : 5taf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

1.5 SUMBER DANA
Pendanaan sub kegiatan koordinasl dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang
memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/ kota tahun anggaran 2023
bersumber dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp. 53.694.382,- [ Lima
puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah }
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16 WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub keglatan koordinasl dan sinkronlsasl pelaksanaan pendampingan anak yang
memerlukan porlindungan khusus kewenangan kabupaten/ kota tahun anggaran 2023,
dilnksanakan selama 12 bulan ( Januarl s/d Desember 2023 ) dengan jadwal terlampir.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja Inl dibuat, agar dapat dipergunakan sesual dengan
ketentuan yang berlaku,

Painan, 2 Januarl 2023

Kepala  Bidang  Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab. Peslsir Selatan

, 5.5TP, M.5I HJ. Syofianeri,'SH
i
119 200112 1 003 Nip. 19660706 198803 2 003
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JADVWAL PELAKSANAAN
SUB EEGIATAN ADVOKAS) KEBUAKAN DAN PENDAMPINGAN FHA PADA LEMBAGA PEMEINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN CUNIA USAHA KEWENANGAN KARS KOTA
TAHUN 2023

IACWAL KEGIATAN TAHUIN 2004
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TOR | KERANGKA ACUAN KERJA

Nama Dinas Dinas 8§
e osial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
nit Organisasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan
Eﬂm . ls’nt;&aﬁmuumnaan Gender dan Pemberdayaan :@:um::lnaik
: Ho saal ij
s ) DN Kebijakan Pelaksaan PUQ termasuk PPRG

1. LATAR BELAKANG
1.1 LANDASAM HUKUM

Adapun dasar hukum dari keglatan Pelemba Pen tamaan

(PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kabupaten ES:J“ah; g Cotos

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentulan Daersh
Otonom  Kabupaten Dalam Lingkungan Dacrah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomer 25 )
Jis Undang- Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-
Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 108, Tambahsn Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentanpg Pengesahan Konvensi
Mengenai Penghapusan Scgala Bentuk Diskriminasi Terhadap
Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nemor
26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3277); '

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Kenvensi
ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nemor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

4, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,

Tamhbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nemer 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4419);

6, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Peréncanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421});

7. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 te
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repu
Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara Repu

5234);

§. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dﬂ;ﬂi
[Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nnmmﬁsm.
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor )i
diubah terakhir dengan Undang-

sebagaimsna telah beberapa keali

Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang ‘- tahan Daerah (Lembaran

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem
H:wagﬂe-puhlik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679

ntang Pembentukan Peraturan
blik Indonesia Tahun 2011
blik Indonesia Nomor
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g, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
:i:;:n 140, Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia Nomo¥
)

10, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015-
2019 Pengarusulamasn Cender dan Pembangunan Lintas Bidang °
Pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan
Pengarusutamaan Gender;

11, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 ten Pengarusutamaan
Gender Dalam Pembangunan Nasional; .

12. Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 67 Tshun 2011 leniang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
Tentang Pedoman Umum Pelaksansan Pengarusutamaan Gender di

Daersh;

i3, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Analk
Nemor 4 Tahun 2014 temtang Pengawasan Pedoman Pelaksanaan
Perencanaan  dan  Penganggaran  yang Responsif Gender untuk
Pemerintah Daerah;

14, Surat Edaran Bersama 4 (Empat) Menteri (Menteri dalam Neger, Menten
Keuangan, Menteri Perencanaan, Pembanguan Masional, dan Menter
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Tahun 2012 tentang
Strutegl Nasional Percepatan Penmgarusutamaan Gender  melahui
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Sclatan Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daecrah Kabupaten
Pesinir Sclatan;

if, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Momor 2 Tahun 2017
tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selalan Nomar 73 Tehun 2018 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengarusuiamaan Cender Dalam Pembangunan

Daerih;

Pesisir Sclatan Momer 5 Tahun 2022

dan Belanja Daerah Tahun 2023,
n Nomor 131 Tahun 2022 tentang

dan Belanja Daerah Tahun 2023;

I8, Peraturan Doerah Kabupaten

tentang Anggaran Pendapatan
19, Peraturan Bupati Pesisir Selata

Penjabaran Anggaran Pendapatan

1.2 GAMBARAN UMUM

Kesclnraan Gender adalah  Kesamaan kondisi bag lali-laki dan
perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia,
agar mampy berperan dan berpatisipasi dalam kegiatan pelitik, ekonomi,
sosal-budaya, pertahanan serta  kesamaan dalam menikmati  hasil
e A LA,

Kondisi perempuan secara umum dalam berbagai sektor pembangunan
masih terlinggal. Fakta inilah yang menjadi perhatian pemerintah terhadap
penyelesaian masalah dan pemberdayaan kaum perempuan semalin sarius
agar tercapad adanya kesetaraan dan keadilan gender

Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUQ adalah Suatu
strategl untuk mencapai kesclrraan dan keadilan gender (KKG) melalui
kebijakan danm program yang memperhatilan pengalaman, aspirasi,
kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke delam proses
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh
kebjjakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan seltor
pembangunan.
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Masih kurangnya pemahaman terhadap kopsep gender seria
Pengarusutamaan gender terhadap pembangunan oleh OPD, Instansi
Vertikal, Organisasi Masyarakat dan Masyarakit [ty sendid, mengharuskon
pemerintah khususnyn OPD yang membidangl Pemberdayaan Perempunn
dan Perlindungan Anak perlu melakukan soslalisnsl dan advolnal terhadap
SKPD sebagai Pokjn PUQ serta masyaraltat secara umum guna mewujudian
pembangunan yang responsif gender.

1.3 MAKSUD dan TUJUAN
1. Maksud kegintan Sosialisasi Kebljakan Pelaksaan PUG termasuk
FPRG adalah untuk memberikan  pedoman kepada OFD,
Kecamatan dan Nagarl dalam penyclenggarann Pemerintah yang
responaif gender,
Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bertujuan
b. memberikan acuan bagi OPD, Kecamatan, dalam menyusun
sirategi pengintegrasian | gender yang dilalukan melalul
perencanaan, pelaksanaan, penganggoran, pemantauan, dan
evalunsi atas kebijakan, program dan keglatan pembangunan;

¢. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui
pengintegragian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, polensi,
dan penyelesaian permasalahan lald-lald dan perempuan;

d. mewujudlcan kesetaraan dan keadilan gender dalam
kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bermegara;

e, mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang reaponsil
gender;

f. meningkatkan kesetarsan dan keadilan dalam kedudukan,
peranan, dan tanggung jawab lald-lald dan perempuan sebagal
ingan dan sumberdaya pembangunan; dan

g meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang
menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2 memberikan pedoman dan advokasi kepada OPD, Kecamatan

" dan Nagari Lembaga vertical, Organisasi Masyarakat, yang
tergabung dalam Pokja PUG dalam penyelenggaraan Pemerintah
yang responsil gender guna mewujutkan pembangunan yang
regpansive gender.

. LINGEUP KEGIATAN
Lingkup Kegiatan Sosialisasi Kebjjakan Pelaksaan PUG termasuk PPRC adalah

Meminta nama - nama Pokja PUG dan Focal Point pada seluruh Kepala
Satuan Perangkat Dasrah (SKPD) dan Kecamatan se Kabupaten Pesisir
Selatan,

Membentuk Polga PUG dan Focal Point yang ditetapkan dengan Surat
Keputusan Bupat,

Melaksanakan Soslalisasi sinkronisasi kebijakan pelaksanaan PUG
Menctapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;

. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di
masing-masing OFD

. Melakukan Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
Terhadap Folja PUQ Kabupaten Pesisir Selatan

g Melakukan Verifikasi dan Pendampingan Terhadap Program Kegiatan
PPRG OPD

h. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG
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1. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan inl dibiayai dari Angearan Pendapat j
; an dan Belenja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan m:ﬂ“‘-.lp:ﬂu dana

ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) ratus tujuh puluh empa

Produk Yang Dihasillan :

» Terlaksananya sosialisasi tentang Pengarusutamasn Gender pada Pokja
PUQ dan Focal Point semua OPD, Kecamatan, dan leading sektor lainnya,

* Terlaksananya Pelatihan Tim Driver PPRG

* Terlaksananya Pelatihan PPRG terhadap Pokja PUG

* Terloksananya Evaluasi dan Advokasi [Verifikasi dan Pendampingan)
PPRG terhadap OPD

* Terlaksananya rapat pemantauan PUG

IV. JADWAL KEGIATAN
A. Wakiu Pelaksananan Kegiatan
Programn  Penpuatan Helembagnan Pengarusutamaan Oender dan
Anak kegiatan Pembinaan Kelembagaan PUG dan Penyusunan Anggaran
Responsifl gender ini dilaksanakan selama 12 bulan (Januard s/d
desember) dengan rincian sebagal beriloat :
L. Permintaan  Nama-nama Tim/Personil Anggota Polga PUG dan
anggota Focal Point dari masing-masing OPD
2. Permintaan Nama-nama Tim/Personil Tim Penggerak/Driver PPRG
3. Penyusunan dan Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang
Pembentukan Polga PUQ dan Focal Point
. Penyusunan dan Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang
Pembentukan Tim Penggerak/ Driver PPRG
. Sosialisasi PUG pada OFD
. Pelatihan Tim Driver PFRG
, Pelatihan PPRG pada OPD
. Evaluasi dan Advokasi [Verifikasi PPRG) pada OFD
9, Kapat Polga PUG
10. Pendampingan terhadap Pokja PUG tentang anggaran kegiatan  yang
responsif gender.

e

[= s M= ) |

B. Matrik Tahapan Perencanaan Kegialan (terlampir)

V. PENUTUP
A. Heslmpulan
Berdasarkan uraian diatas, make dapat dibuat kesimpulan bahwa
Pengarusutamaan gender {PUG) adalah upaya mewujudkan keadilan dan
kesetaraan gender bagi semua masyarakatl baik laki-laki maupun perempuan
termasuk kelompok marginal/difabel dalam pembangunan deersh melalui
perencanann anggaran yvang responsif gender.

PUG merupakan suatu strategl untuk mencapal kesctaraan dan keadilan
gender  (KKG) melahyd  kebijakan dan  program  yang memperhatikan
pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalshan perempuan dan laki-laki
ke dalam proses perencansan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas
seluruby kebijalkan dan program di berbagai bidang kehidupan dan seltor
pembangunan, Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000
Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan MNasional.
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B. Saran

Berkaitan dengan wajibnya setiap Daerah untuk melaksanakan

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan maka dalam pelaksanaannya

ada beberapa hal yang penting yang menjadi perhatian Pemerintah :

1. Perlunya Komitmen Pemerintah Daerah terhadap pelaksanoan
Pengarusutamasn Gender di Daerah

2. Pentingnya sosialisasi dan pelatihan terhadap Polja PUG dan Focal Foint
guna pelaksanaan Anggaran yang Responsif Gender, baik kepada OPD,
Pemerintah Kecamatan, Nagari.

3. Pentingnya pelatihan bagi Tim Driver PPRG agar bisa menjadi Gender
Campion terhadap Pekja PUG

4, Perlunya Anggaran yang menujang dan memadai untuk pelaksanaan
sosialisasi PUG terhadap OFD, LM, Dunia Usaha dan Masyarakat.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan
sesuai dengan ketentuan yang berlalu.

Diketahui olch : Painan, Januari 2023
Kepgla-Dinas Sosial, PPr dan PA Kepala Bidang PPrdan FA
“Kabupaten Pesisir Sclatan

o4 i 1
m\ oVl Hj. SYOFIANERI, SH
I? 1830119 200112 1 003 [NIP. 19660706 1998803 2 003
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MATRIK TAHAPAN PERENCANAAN KEGIATAN

SOSIALISAS] PELAKSANAAN KEBUAKAN PUG TERMASUK PPRG TAHUN 2023

TAHAPAN EEGIAT AN

SEPTEBANER IO R HOWERANER | Cof 5 biied A

PERRAINTAAN MARSE TINA SPERSONAL POIIA FLIG
N FOCAL POINT KEFADA QPO

PERRAINTAAN MARLE FERSOMIL Tint
PENGGERAK/ORIVER PPAG AR OPD

PENYUSLMAN DAN PENETAPAN REMEANS EERLA
POEIA PUG

WTLSUINAN DAN PENETAPAN KORGIE PRCAAODS|
DAN FASILITAS! PLIG OLEH EETUA DAN SEXRETASS
POEIA PLAG

PEMYLISLIMARN [3AH PENETARAN KLPLITUSAN
KEPALA DAERAH TENTANG PEMEENTLILAN PO
FUG DAM FOCAL POINT

afifagajajspulafalafifafala

WYLISURAN DAN PENETAPAN KEPUTUSAN
EPALA DAERAH TENTANG PENETAPAN TN
RGGERAL DRNVER PG KARLIPATEN

[SOSIALISAS] PEMNCASUSUTARAAN SEHDER PaDA
SELLURLIH ANGSOTA POKIA PLES DAN POCAL POINT

PLABLINASE FROFIL GENDER LABLUIPATEM TAHLUN
(08 PADG WEDSIDE PEMERINTAH

p1e ]

FPESABNTALAN DAMN EVALUAS PUG OLEH POEIA
PG DERG AN MELIRATICAN CPD TRAWLILAN 1

ENGAWASAN BISFEKTORAT TERHADLP
IRPLER ENTASE PPRG PADA OFO (PERICGE JANLIAR]
MARET]

11

ENGLUMPULAN DATASINFORMAS ¥ANG TERFLAH
L& FROFIL GEMDER CARUFATEN TANLIN 2015
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TOR/ KERANGKA ACUAN KERJA

Nama Dinas . Dinas Sgsj

Linit Grgﬂniaaai Bﬁ”"_mk sinl Pemberdayaar Perempuan Dan Perlindungan

Progre®™ Pﬂl:‘nﬁuﬁnhwm Perempuan dan Pe

qub Kegiatan : Smmm"m Gender dan Pemberd slindungan Anak
Peninghatan Partisipasi Peﬁmapmumei";ﬂiﬂ

Politik, H
Tahun Anggaran : 2023 ulcum, Sosial dan Ekonomi

 — e

BAB 1
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sejarah perlgemkan kaum wanita B. A Kartini adalash Pelopor pergerakan
kaum wanita, R.A Kartini telah menjadi sejarah dalam keikut seriaan
kaum hawa di berbagai bidang kehidupan, baik non pemerintah dan
pemerintahan, R. A Kartini sangal di harumkan namanya terlihat dari
tanggal lahirnya yang selalu di peringati oleh berbagai kalangan bukan

hanya bagi kaum hawa tetapi bagi kaum adampun {lkut serta dalam
wrr wanita atau hari RA Kartini atau
tay salah satu kaum
au kaum

memperingati hari pergerakan ka
hari ibu. RA Kartini merupakan beberapa laum &
rjuangkan hak - hak perempuan at
bidang kehidupan dan sctiap
untuk mengenang dan
rjuangan R.A Kartini

hawa yang sangal mempe
hawa untuk ikut serta dalam berbagai
April  di peringati  hari ibu,
rgerakan kaum wanita dan pe
ita.

a didirikan di Jakarta tahun
rkat

tanggal 21
memperingati  pe
sehagai pelopor pard pergerakan kaum wan

Organisasi wanita Indonesia yang pertam

nama Putn Mardika. Berdirinya Orpanisasi itu be

1012 dengan

bantuan Budi utemo dengan tujuan berusaha memajukan pendidikan,

pengajaran anak - anank wanita sesudah herdiri putr Mardika
hampir di tiap - tiap kota

kemudian muncul/berdirt organisasi lainnya,

penting terdapat organisasi wanita.

1.1 Tujuan

a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah agar sUpaya menjadi
pertalian Antara perkumpq.dan _ perkumpulan wanita di Kabupaten
Pegigir Selatan.
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k. Tujuan dari pelalsy .
. f8an kegiatan ini
dan memperjuangkan
ekonomi, hukum,

untuk kﬂ'ﬂ.ﬂlj.uan kaum wanita

hak - hak
Perempuan di bid litik,
selsual, reproduk, el

budaya serta lingkungan hidup pendidikan , agama, sosial dan
1.2 Lﬂndaﬂ-ﬂn H'Lﬂmm
Adapun dasar hukum dari hﬂﬂ"llitan
Pemberd W
Kabupaten adalah; ayaan Kelembagaan GO

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Dgerah Propinsi

Sumatera Tengah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomer 25) Jis Undang- Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Nomor
77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi
Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap
Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3277,

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan
Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886};

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam FRumah Tangga (Lembaran Negara Republik
donesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4419); |

6. Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2004 tentang S.mtﬂm F'Erclnca.naan
Pembangunan Nasional (Lembaran NEgars Repodlicindencal® Tﬂhu_ﬂ
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421},
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10.

11,

13.

14.

r
Peraturan Pery
Ll dﬂng—ummgan  tentang pembentukan
onesia Tahyp 2011 p &

Republik Indonesig Nomgr 5234, » Tambahan Lembaran Negara
Undang-Undang o, /

Momor

14
jt 0, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun
2015-2019 Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Lintas
Bidang : Pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola Pemerintahan
yang baik dan Pengarusutamaan Gender;

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
(ender Dalam Pembangunan Nasional;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah;,

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pedoman
Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsil Gender
untuk Pemerintah Daerah.

Surat Edaran Bersama 4 [Empat) Menteri (Menteri dalam Negeri,
Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, Pembanguan Nasional, dan
Menteri Pemberdayaan Percmpuan dan Perlindungan Anak) Tahun

3012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender

melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.
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1.

v,

15, Perafuran Dﬂﬂl‘nh Kabuy

a
11 Nomor § Tahun 2016

dan g
Pesisir Selatan: USungp Per
"ekat Dagrap Kabupaten

1. Peraturan Daergh H-Hbup
a

Eﬂ&l‘an N
Omor 2 Tahun 2017
y7. Peraturan Daerah Kabupa Puan dap P“H-'ﬂdunpn iy un

tentang Anggaran pen la
18, Peraturan Bupati E.!EFE.LHH dan Hﬂlmj.lann Nomor 5 Tahun 2022

Pesisir Be
1 atan Serah Tahun 2023;
Penjabaran Angpargn Pendapatan Nomor 13, Tahun Eﬂgﬂm&nmﬂs

dan Belanja Dagrah Tahun 2023
Lingkup Keglatan Sosialiasasi peny, EBkatan
politik, Hukum, Sosial dan Ekoniomi inj dilaksanakan oleh Bid

Arl
pemberdayan Perempuan dan Perdindungan Anak sebagai berilout: g

a. Melaksanakan Pertemuan Bulanan Pemberda Kelembagann
yaan Kelem
Gabungan Organisasi Wanits dan Dharmawanita Persatuan di
Kabupaten Pesisir Selatan

Partisipasi Perempuan Bidang

b, Mengadakan  Beminar  sshari  untuk  Pertemuan  Bulanan
Pemberdayaan  Kelembagaan Gabungan Organisasi Wanita

Dharmawanita Persatuan pada Pertemuan Bulanan dengan
Narasumber dari Kabupaten dan Provinsi

c. Mengadakan Acara HUT GOW 1 [satu) kali dalam setahun
d. Mengadakan Acara HUT Dharmawanita Persatuan 1 [satu] kali dalam

setahun

BUMEER DANA
Kegiatan ini dibiayai dar Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah

Kabupaten Pesisir Selatan Tehun Anggaran 2023 sebesar sebesar Rp.
979,330 288 - |dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh

sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah )

PRODUK YANG DIHASILEAN

glkan Pertemuan gulanan Pemberdayasn Kelembagaan GOW

* Melaksan

Kabupaten dan Dha rmawanita Persatuarn. |
' harmawanita
» Mengadakan seminar sehari piada pertemuan bulanan [}

ber dari Provinsi
rdayaan Kelembagaan GOW

ari Marasumber Propinsi 1

Persatuan dengan Narasum
ggota Pembe

ar Seh

v Meningkatnya SDM AR :
Kabupaten melalui Kegiatan Bemin

kali dalam setahun.

*+ Mengadakan Acara HUT DWP
* Mengadakan Acara HUT GOW
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V. JADWAL KEGIATAN
Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Perempuan Bidang Politik, Hulum, g,
2023 selama 12 bulan

Sosialiasasi Peningkatan Partisipasi

sial dan Ekonomi  Tahun Anggaran
[Manuari s/d Desember 2023),

V. PENUTUP
1. KESIMPULAN

Sosialiasasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik,
Hukum, Sosial dan Ekonomi adalah Untuk membangun kesadaran
perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan
potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan
ikut berpartisipasi dalam pembangunan,

2. SARAN

Agar Kelembagaan GOW Kabupaten Ilebih dapat menjalin
hubungan silahturahmi antar perkumpulan-perkumpulan wanita di
Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan
sesuail dengan ketentuan yang berlaku,

Diketahui oleh ; Painan, Januari 2023

inas Sosial, PPr dan PA Kepala Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan
Anak
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